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ABSTRAK

Deland Nababan 1305170313. “ Penerapan UU NO.36 Tahun 2008 Tentang
pajak Penghasilan Badan pada PT. Sinarmas Abadi Makmur” Medan 2019

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan
akuntans pajak penghasilan (PPH) terhadap undang — undang no 36 tahun 2008.
Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriktif,
yaitu dimana penyajian dari penelitian memberikan gambaran umum pencatatan
akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya pada PT. Sinarmas Abadi Makmur. Berdasarkan hasil penelitian ini
iyalah. Pada setiap akhir bulan PT. Sinarmas Abadi Makmur membuat jurmal
penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila pajak maukan lebih kecil
dari pajak keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan
kelebihan pembayaran dan juga, pada perusahann dalam melakukan pencatatan
akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan sudah
menyajiaknn dengan jelas dan lengkap.

Kata Kunci : PT, Sinarmas Abadi Makmur, Penerapan UU NO.36 Tahun 2008
Tentang pajak Penghasilan Badan
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling
potensial bagi kelangsungan pembangunan negara indonesia karena penerimaan
pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup
suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang
penerimaan negara daam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan
pembangunan nasional.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewsgjiban warga negara
berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk
membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa
adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-
undang Perpgjakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan
semakin berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional
maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pgak badan dalam
negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pgak yang di
dapat oleh negara adalah Pgjak Penghasilan Badan.

Untuk mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh perusahaan atau
penyelenggara kegiatan usaha, pemerintah perlu menetapkan Undang-undang
yang mengatur bidang perpajakan. Undang-undang perpajakan inilah yang

nantinya menjadi pedoman bagi perusahaan atau penyelenggara kegiatan



usaha dalam menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban mereka
kepada negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan unsur penting yang ada pada suatu
perusahaan, dimana dengan adanya perhitungan paak Perusahaan dapat
menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang
dengan biaya- biaya dan pgak. Pajak juga merupakan salah satu bentuk
kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Terlebih lag
perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hampir semua transaks
yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan.
Badan atau perusahaan merupakan subjek pajak dalam negeri dimana wajib
paak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara dari
sektor pagak yaitu Pgak Penghasilan Badan.

Laporan keuangan sebagal proses dari akuntans selama ini dipandang
dapat membantu para pemaka laporan keuangan tersebut dalam pengambilan
keputusan. Laporan keuangan ini dapat memberikan gambaran mengenai posisi
keuangan dan hasil yang dicapai oleh perusahaan pada periode tertentu.

Diantara berbaga jenis laporan keuangan, laporan laba rugi
merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari pemakai laporan keuangan,
khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat pemerintah dalam bidang
perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan
besarnya Pgjak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap setiap perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan

pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak



diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak)
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Self Assessment. Self Assessment
adaah keputusan wajib paak dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpg akan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut
perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan
dengan berpedoman kepada Peraturan Perpgjakan yang berlaku, yaitu Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pagak Penghasilan, sedangkan
perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar
Akuntans Keuangan (PSAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan
penghasilan dan beban.

Adapun beberapa perbedaan pengakuan menurut akuntansi dengan
Undang- undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis jumpai
pada PT. Sinarmas Abadi Makmur yaitu pada saat melakukan pengamatan,
penulis mendapatkan informas bahwa di dalam akun Beban Gaji sebesar Rp.
65.150.000,0, dalam beban gagji tersebut perusahaan memasukkan biaya
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 4 (Empat) orang karyawan dalam bentuk
natura berupa bahan-bahan sembako senilai @Rp. 600.000,00 dan totanya
adalah Rp. 2.400.000,00. Dalam ketentuan Undang-undang perpaakan
pemberian THR dalam bentuk tersebut tidak dapat menjadi pengurang

penghasilan bruto, hal ini jelas sekali tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun



2008 Plasal 9 ayat (1) huruf e. Hal ini lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.1

rincian beban-beban sebagai pengurang penghasilan bruto.

Tabd. 1.1
PT. SINARMASABADI MAKMUR
Rincian Beban-Beban (Pengurang Penghasilan Bruto)
Periode yang berakhir 31 Desember 2017

a | B. BBM 5.256.500, -
b. | B. Pemeliharaan Aktiva 3.568.000,-
c. |B. Adm & Perlengkapan Kantor 65.898.400,-
d. | B. Perjalanan Dinas 35.658.000,-
e |B. Gaji 65.150.000,-
f. | B. Transfer 100.000,-
g. | B.Retribusi 539.500,-
h. | B.Kirim Barang dan Dokumen 468.920.000,-
i. | B. Pengurusan Surat 13.070.000,-
j. | B. Referens dan Dukungan Bank 1.900.000,-
k. |B. Air 1.006.600,-
l. |B. Telepon 18.046.764,-
m. | B. Listrik 20.387.535,-
n. | B. Asurans 5.753.964.-
o. | B. Penyusutan 8.721.742,-
p. | B. Administras Bank 1.981.464 -
Total Biaya 715.958.469




Selain itu, Perusahaan memberikan fasilitas berupa handphone kepada
dua orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian keuangan dan
perpajakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp. 500.000,00 atau Rp. 12.000.000,00
per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pgjak No.KEP-220/PJ/2002
tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler
pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian faslitas handphone beserta pulsa tersebut
yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sebesar
50% dari fasilitas yang diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh
dikurangkan dalam penghasilan bruto perusshaan adalah sebesar Rp.
6.000.000,00.

Kemudian di dalam Kketentuan dan Peraturan Perpgakan biaya
perjalanan dinas dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto
perusahaan, tetapi pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat
informasi bahwa perusahaan memasukan Biaya Rekreas sebesar RP. 750.000,00
pada akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat menjadi
pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk kepentingan pribadi
karyawan yang menjadi tanggungannya.

Disamping itu kebanyakan dari perusahaan melakukan pembayaran dan
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan tidak sesuai dengan Peraturan Perpagjakan yang berlaku, yaitu untuk
pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) 25

dibayar paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan Surat



Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian pada PT. Sinarmas Abadi Makmur dengan judul:
“Penerapan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Badan pada

PT. Sinar mas Abadi Makmur” .

B. Identifikas Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka diperoleh identifikas
masal ah sebagai berikut :

1. Adanya sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang
(self assessment system).

2. Adanya perbedaan perhitungan laba rugi antara fiskus dengan pihak
perusahaan, dimana pihak fiskus menghitung berdasarkan Undang-
Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 sedangkan pihak perusahaan
menghitung laba rugi berpedoman kepada Standar Akuntans Keuangan
(SAK).

3. Adanya kesalahan penghitungan biaya-biaya yang seharusnya dapat
mengurangi penghasilan bruto.

4. Adanya pembayaran dan penyampaian SPT PPh Pasal 25 yang tidak

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas,
maka rumusan masal ah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah PT. Sinarmas Abadi Makmur telah menerapkan akuntans pajak
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Apakah PT. Sinamas Abadi Makmur telah menerapkan perhitungan Pajak

Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian
penerapan akuntansi pajak dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian
Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan
dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun
manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Bagi Perusahaan yang diteliti
Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dengan
melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat
melaksanakan perhitungan biaya dengan benar dalam pengurangan
penghasilan bruto yang akan berdampak bagi perhitungan Pagak

Penghasilan (PPh) Pasal 25 badan



2)

3)

Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan
melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian, khususnya
mengenai pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan.

Bagi lingkungan akademisO

Dapat menambah literatur mengenai Pgjak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Badan

4) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan menjadi referens yang bermanfaat dan menambah wawasan

bagi peneliti selanjutnya.

5) Bagi Direktorat Jenderal Pgjak

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan pajak di
lapangan, agar Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan
perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan
kewajiban perpajakannya, apakah peraturan perpajakan yang berlaku
mudah dilaksanakan atau malah sebaliknya peraturan tersebut sulit
dilaksanakan sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan revis
atas peraturan tersebut. Disamping itu, informasi ini juga bermanfaat bagi
Direktorat Jenderal Pgak untuk melakukan pengembangan potens

perpajakan dalam setiap penerapan perpajakan di lapangan.



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Perpajakan

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan
oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang
hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang
balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Pengertian Pgjak Menurut Rochmat Soemitro, seperti yang dimuat di
dalam buku hukum pajak oleh Wirawan B, llyas dan Richard Burton
(2004:5) yaitu:

“Pgjak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontraprestasi)) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi
sebagai berikut: “ Pgjak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada
kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk
membiayai public investment”.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dapat

diartikan sebagai :/

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian Pgjak P J.A. Adriani (2008 : 12) mengemukakan sebagai
berikut:
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan
tidak mendapat prestas kembali yang langsung dapat ditunjuk
dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum  berhubung tugas negara untuk
menyel enggarakan pemerintahan”.
Dari  Pengertian Pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan  undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

2. Sfatnya dapat dipaksakan. Hal ini  berarti pelanggaran atas
aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

3. Tidak ada kontra prestas atau jasa timba dari negara yang dapat
dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pusat maupun daerah
(tidak boleh dilakukan oleh swasta yang orientasinya adalah
keuntungan).

5.Pgak digunakan  untuk  membiayal pengel uaran-pengel uaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum

Perusahaan pada umumnya membuat Iaporan keuangan komersial
setigp tahun. Laporan keuangan tersebut akan diadakan koreksi-koreksi

sesuai dengan Peraturan Perpgakan yang berlaku dan kemudian

dihitung besarnya pajak terutang pada akhir tahun.
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2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Pasal 4 ayat 1, yang dimaksud dengan
pajak penghasilan adal ah:

“Suatu pgjak yang dikenakan terhadap subjek pagjak atas penghasilan
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pagjak. Salah satu subjek
pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisas yang sgenis, lembaga dana
pensiun dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, paak
penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha
tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu
tahun pajak./

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pgak yang dikenakan terhadap
subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas
penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

Ketentuan material mengenai Pajak Penghasilan (PPh) sebagian besar
dimuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan disahkannya Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaksanakan pemungutan Pgak
Penghasilan mulai 1 Januari 2009 ada beberapa Undang-undang yaitu:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991
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3. Undang-undang Nomorr 10 Tahun 1994
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Sedangkan ketentuan formal mengenai Pgak Penghasilan dimuat
dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpgjakan, sebagal yang telah beberapa kali diubah yaitu
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan
definisi Pajak Penghasilan.

Pengertian Pgjak Penghasilan sebagaimana yang dimuat dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.1 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Pajak

Menyediakan informasi posis keuangan, kinerja keuangan, dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sgjumlah besar
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh sSiapapun yang
tidak dalam posis meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi
kebutuhan informas tertentu. Dalam memenuhi  tujuannya, laporan
keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh
mangjemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manaemen atas
sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Adapun tujuan dari Laporan

Keuangan Pgjak adalah :
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1. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk menghitung

besarnya Penghasilan Kena Pajak (PPh) .

2. Membantu wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

3.Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pgak dalam

menjalankan sistem self assessment, terutama apabila sedang terjadi

pemeriksaan atau penyidikan pajak.

2.2.2 Ciri Kualitatif Laporan Keuangan Pajak:

a

b.

Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa paj ak.

Sengitivitas informasi, bukan materialitas.

Laporan Keuangan Fiskal disgikan secara jujur, dengan itikad
baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun,
substans beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto  (deductible expenses) adalah beban untuk mendapatkan,
menagih, dan menerima penghasilan yang merupakan obyek pajak
yang dihitung dari penghasilan neto.

Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama
untuk kompensas kerugian, utang-piutang antar periode, dan
perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut konsistens
kebijakan akuntansi pgjak. Perubahan kebijakan  akuntans
pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur Jenderal
Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi alasan.
Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu, paling lambat akhir
bulan keempat setelah berakhirnya tahun buku.

Akuntans Pajak harus independen terhadap akuntansi komersial.
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0. Apabila akuntans komersial tidak mampu menerbitkan laporan
keuangan tepat waktu, akuntans pgak harus mampu menerbitkan
laporan keuangan fiskal sendiri. Koreks fiskal merupakan salah
satu cara praktis dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

2.2.3 Pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal

Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi. Pada
pendekatan ini, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan sesuai
dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya ada 2 (dua)
laporan yang disusun oleh wajib pajak, yaitu:

a. Laporan keuangan komersial.

b. Laporan keuangan fiskal.

Ketentuan pagjak merupakan standar yang terpisah dari praktek
akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib pajak bebas menyelenggarakan
pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan pajak, wajib
pajak menyusun sebuah laporan keuangan fiska melalui proses
penyesuaian dan rekonsilias antara praktek akuntans dengan ketentuan
perpajakan.

Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi. Pada
pendekatan terakhir, laporan keuangan disusun berdasarkan standar
akuntans. Namun, preferens diberikan kepada ketentuan pajak apabila
terdapat pengaturan yang tidak segjalan dengan standar akuntans.

2.2.4 Penyusunan laporan keuangan fiskal
Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai cara atau alur dalam

menyusun sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat
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mengikuti alur penyusunan laporan keuangan yang terdapat dalam
akuntans komersial.

Laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen-dokumen dasar
yang terjadi dalam sebuah transaks ke dalam buku harian atau jurnal
harian. Kemudian, jurnal harian tersebut dimasukkan (posting) ke dalam
buku besar. Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca saldo
sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian terhadap keadaan yang
sebenarnya terjadi pada akhir tahun dan catatan penutup (closing entries),
disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo
setelah penyesuaian tersebut, diperolen sebuah Ilaporan keuangan
komersial.

Untuk kepentingan paak, laporan keuangan komersial disesuaikan
dengan ketentuan pajak yang berlaku sehingga diperoleh sebuah laporan
keuangan fiskal. Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan
ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan rekonsiliasi fiskal.

2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai
potens untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk
dikenakan pajak penghasilan. Penggolongan subjek pajak menurut Undang-
undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5)
diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni

ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
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Y ang menjadi subjek pajak adal ah:

a. 1. Orang pribadi;
2Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak;

b. Badan; dan

c. Bentuk Usaha Tetap.

Bentuk usaha tetap merupakan subjek  paak
yang perlakuan perpgakannya dipersamakan dengan subjek
pajak badan.

Subjek pagak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri

dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

a Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu
tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang
memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan;
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2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Penerimaannya  dimasukkan dalam anggaran
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.
(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di
Indonesia; dan

b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12
(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima
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atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari
menja ankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usahatetap di Indonesia

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia, yang dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen;

b. cabang perusahaan,

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. gudang;

h. ruang untuk promosi dan penjuaan;

i. pertambangan dan penggalian sumber alam;

j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;

|. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
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m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;

n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;

0. agen atau pegawa dari perusahan asurans yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
menerima premi asurans atau menanggung risiko di
Indonesia; dan komputer, agen elektronik, atau peralatan
otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan

kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan

D

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pgjak menurut keadaan yang

sebenarnya.

Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Y ang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah:

a.  kantor perwakilan negara asing;

b. peabat-pgabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat- pegjabat lain dari negara asing dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
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bertempat tinggal bersama- sama mereka dengan sSyarat
bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak
menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau
pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik;

C. oOrganisasi-organisas internasiona dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk
memperoleh  penghasilan dari  Indonesia selain
memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota;

d. peabat-pgabat  perwakilan  organisas  internasiona
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, dengan syarat
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan
usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisas internasional yang tidak termasuk subjek paak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

24  Objek Pajak Penghasilan
Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pgjak (WP),

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
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dapat dipaka untuk konsums atau untuk menambah kekayaan Wajib

pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

(pasal 4 ayat 1)

a

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperolen termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan

dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang

Pajak Penghasilan;

Hadiah dari undian

Laba usaha;

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal;

Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu atau anggota;

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu dergjat, dan

badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau
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pengusaha kecil termasuk koperas yang ditetapkan  oleh
Menteri Keuangan, sepanjang tidak adahubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak
pihak yang bersangkutan;

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
selurun  hak penambangan, tanda turut serta dalam
pembiayaan, atau permodalan dalam  perusahaan
pertambangan;

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena

jaminan pengembalian utang;

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen
dari perusahaan asurans kepada pemegang polis dan pembagian sisa
hasi| usaha koperasi;

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;



S.

23

luran yang diterima atau diperolen  perkumpulan  dari
anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.

penghasilan dari usaha berbasis syariah;

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpa akan;
dan

surplus Bank Indonesia.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: (pasal 4 ayat 2)

a

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligas dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;

penghasilan dari transaks saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di  bursa, dan transaks
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusashaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
ventura,
penghasilan dari transaks pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan

tanah dan/atau bangunan; dan
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penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

Y ang dikecualikan dari objek pajak ( pasal 4 ayat 3) adalah:

Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu dergat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan
antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari Wajib Pgjak atau Pemerintah ;

Pembayaran dari perusahaan asurans kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asurans kecelakaan, asurans

jiwa, asurans dwiguna dan asuransi beasiswa;
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Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau

BUMD dari penyertaan modal pada badan wusaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasa dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. Bag perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di
luar kepemilikan saham tersebut;

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, bak yang

dibayar oleh pemberi kerjamaupun pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam

bidang- bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firmadan kongsi;

Dihapus,

penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan
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dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat

badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnyatidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan;
sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instans yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana  kegiatan  pendidikan dan/atau  penditian  dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
dan

bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial kepada Wajib pagak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan.
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Adapun jenisjenis penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak
Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat
dikelompokkan menjadi:

a  Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan
bebas seperti: gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter,
notaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.

b.  Penghasilan dari usaha atau kegiatan

c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga,
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak
digunakan dan sebagainya.

d. Penghasilan lain-lain, vyaitu penghasilan yang tidak dapat
diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan
di atas, seperti:

a.  Keuntungan karena pembebasan hutang

b.  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

c.  Selishlebih karena penilaian kembali aktiva

d. Hadiahundian. (Azhari S, 2006 : 44)

25 Tarif Pajak
Penghitungan Pajak Penghasilan dan Tarif Pgak Penghasilan

menurut Undang-Undang Penghasilan.

Pgak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan  atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak. Penghasilan ada
yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Apabila

penghasilan diterima atau diperoleh Subyek Pagjak, maka Subyek Pajak
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tersebut akan mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan

(PPh). Pertanyaan selanjutnya adalah berapa PPh terutang atas dan

bagaimana cara penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.

Menurut Prof Gunadi (2009), penghitungan PPh terutang dapat

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

151

152

Unitary taxation, yaitu semua jenis penghasilan dijumlahkan
menjadi satu dan dikenakan dengan tarif umum (biasanya bersifat
progresif) dan tidak bersifat final.

Schedular taxation, yaitu mengenakan pagak atas jenis penghasilan
tertentu dengan mengalikan tarif tersendiri (tarif tunggal) dan
bersifat final. Penghitungan Pajak Penghasilan menurut
Undang-undang  Pagjak Penghasilan (UU PPh) pada awanya
(berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983) menganut
unitary taxation, dimana seluruh penghasilan dijumlahkan menjadi
satu dan dikenakan dengan tarif umum sebagaimana diatur dalam
Pasal 17 UU PPh. Akan tetapi dalam perkembangannya,
segjak  dilakukannya amandemen terhadap UU PPh dan
diberlakukannya PPh Final atas jenis penghasilan tertentu dan
wajib pajak tertentu, maka UU PPh Indonesia telah bergeser dari
unitary taxation murni menjadi campuran (terdapat pengenaan
pajak tersendiri/scheduler taxation atas jenis penghasilan tertentu

atau wajib pajak tertentu).
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Pertimbangan diberlakukannya scheduler taxation ini adalah untuk
kesederhanaan, kemudahan administras dan kepastian hukum bagi Wajib
Pajak. Dengan sistem ini, Wajib Pajak yang menerima penghasilan tertentu
wajib membayar pgjak berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan
bruto yang diterima dan bersifat final. Sistem ini dianggap kurang memberi
keadilan karena wajib pgak wajib membayar pajak tanpa melihat apakah
Wagjib Pajak untung atau rugi.

Sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan,
besarnya tarif Pgjak Penghasilan bagi Wajib Pgak orang pribadi dalam

negeri dan bentuk usahatetap (BUT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1:
Tarif Pajak
Wajib Eaj a_k dalam neg(_eri orang pr i.badi Tarif pajak
apisan penghasilan kena paj ak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000.- 15%
Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000 25%
Diatas Rp 500.000.000,- 30%
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk Tarif pajak
usahatetap
Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha 25%
Tetap

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perpgjakan. Dijelaskan Tarif tertinggi 28% dimaksud pada ayat (1) huruf a
dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen)
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2a) Tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen)

yang mulai berlaku segjak tahun pajak 2010.
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26  Wajib Pajak Badan
2.6.1 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan
atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongs koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisas massa, organisas sosia politik, atau
organisas lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investas kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang
pribadi atau badan (subjek pagak) yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpgakan, termasuk pemungut pagjak atau pemotong pajak
tertentu. Wajib pgak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib
pajak badan.

Wajib Pgjak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU
KUP, meliputi pembayar paak, pemotong paak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan perpgakan atau memiliki kewajiban
subjektif dan kewgiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk

memproleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki
penghasilan di atas pendapatan tidak kena pagak. Di Indonesia,
setigp orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok
wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2.6.2 Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pagak Penghasillan, Pgak Penghasilan
adalah Pgjak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pgak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pgak yang
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan
seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

a. Wajib Pgak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan

atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Wajib Paak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak
didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di
Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menjadi objek pajak
PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setigp tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak
badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsums atau untuk



32

menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2.6.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Per paj akan

Berikut kewajiban dari Wgjib Pgjak Badan:

1. Kewajiban mendaftarkan diri
Dalam ha ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pgjak) dan apabila wajib pajak badan melakukan
kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
atau ekspor barang kena paak yang terutang PPN
berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib paak badan
tersebut  memiliki  kewajiban  untuk dikukuhkan menjadi
pengusaha kena pgak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau
pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan
penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto
tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka
tidak diwgjibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali
pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai
PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka
wajib mengukuhkan diri menjadi PK

2. Kewagjiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu

WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
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pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib
menyel enggarakan pembukuan.
2.6.4 Pembukuan
Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpgakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang meliputi
keadaan harta, kewgjiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang
maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0%
(nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat
tahun pajak berakhir.
Ketentuan mengenai Pembukuan. Pembukuan tersebut harus
diselenggarakan dengan:
a. Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
b. kegiatan usaha yang sebenarnya harus diselenggarakan di
Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka Arab,
satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia
atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu,
c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual dan stelsel kas,
d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku

harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pgjak.



Prinsip Taat Asas:

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode
pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran
laba atau rugi. Misalnya dalam peneragpan: Stelsel pengakuan
penghasilan;  Tahun buku; Metode penilaian persediaan; Metode
penyusutan dan amortisasi.

2.6.5 Kewajiban Melakukan Pemotongan dan Pemungutan
Diantaranya yaitu:
1. Kewajiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);
2. Kewgjiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas

penghasilan orang lain (misalnya: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22,

PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan

3. Kewagjiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada) yang
khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jenis-jenis pagjak yang menjadi kewgiban Wajib Pgak Badan

secara umum bisa diuraikan sebagal berikut:
a. PPh Pasal 21/Pasal 26
Yaitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi, sesua dengan ketentuan Pasal 21 UU
PPh.

Waqjib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas

penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut maupun
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penghasilan orang pribadi lainnya, seperti tenaga ahli, yang dibayar atau

terutang oleh perusahaan. Dalam hal terdapat pembayaran penghasilan,

yang termasuk objek PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus

WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26 UU

PPh atau berdasarkan tax treaty.

Kewajiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan, meliputi:

a)

b)

SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pajak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasa 21 yang telah
dihitung dan disetor oleh Wagjib Pagak Badan, yang
terutang pada setiap masa pgjak. PPh Pasal 26 yang terutang
atas pembayaran kepada orang pribadi yang berstatus Wajib
Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh
Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam
SPT Masa merupakan angsuran atau pgak dibayar di muka
untuk PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun pajak
yang bersangkutan.

SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pgjak

Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung
dan dilunas pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26
yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar
negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak
sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21

yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk
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Masa Pagjak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada
SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul
kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh
Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21
yang terutang).

b. PPh Pasal 23
Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen,
royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah
dikenakan PPh Pasal
21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti
jasa teknik, jasa mangeman, jasa konsultan, dan jasa lain, yang
ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.

c. PPhPasal 26
Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen;
bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan
penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan
dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan
pembayaran berkala lainnya yang diterima/diperolen WP luar
negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 26. Penghitungan dan
penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap dilakukan secara

tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan dengan
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PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis

objek pagaknya serta penerima penghasilannya;

1) Jika objek paaknya cenderung sama dengan PPh Pasd
21 dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi
berstatus WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT
Masa PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26;

2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus
WP luar negeri, pelaporannya melaui SPT Masa PPh Pasal

23 dan atau Pasal 26.

. PPh Final

Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu
atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special
treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Finad
atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya
Wagjib Pajak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk
dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib
memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang
atas sewa kantor tersebut.

PPh Pasal 25

Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan
yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan.

Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setiagp bulan
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dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta
ketentuan pelaksanaannya.

PPh Pasal 29

Yaitu kewajiban untuk melunas kekurangan pembayaran pajak
yang terutang pada akhir tahun pgak, dengan memperhitungkan
kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor
setigp bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak
lain.

PPN

Yaitu pemungutan pagjak atas penyerahan BKP (Barang Kena
Pgak) atau JKP (Jasa Kena Pgak) yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pgjak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang
meliputi suatu masa pagjak. Dalam hal BKP tergolong barang
mewah, terdapat Pajak Penjuaan Atas Barang Mewah

(PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.

Kewajiban membuat faktur pajak.

Kewajiban melunasi bea materai.

Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.

Hak Wajib Pajak Badan dalam Per pajakan

Adapun hak dari wajib pajak dalam perpagakan, yaitu:

a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
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b. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian
SPT.

c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan
serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

d. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak.

e. Hak dalam hal wajib pagjak dilakukan pemeriksaan.

f. Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan.

g. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran
pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan
bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pgak oleh
DJP.

h. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap
pajak keluaran.

i. Hak mengurangi penghasilan kena paak dengan biaya
yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal.

2.6.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pgak penghasilan badan adalah pada saat badan
atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak
Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiman telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh badan harus
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dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari
libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional temasuk hari
yang diliburkan untuk penyelengaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan
oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Perseps atau bank
Devis Perseps atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara
online. Pembayaran pagjak harus digunakan dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan
Surat Setoran Pgjak.

Surat Setoran Pgjak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungs
sebagal bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor
penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat
validas. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah
divalidas dengan Nomor Transaks Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun paak lebih besar dari
jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan paak yang terutang
(pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT
tahunan  disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal

disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.
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2.7  Pengertian Akuntans

Dewasa ini peranan akuntans sebagai alat pembantu dalam
pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin
disadari oleh  para usahawan. Peranan akuntans dalam membantu
melancarkan tugas mangemen sangat menonjol, khususnya dalam
melaksanakan fungsi perencanaan dan pengawasan.

Akuntans adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian
mengenal informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak
dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokas sumber daya keputusan
di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntans adalah
seni dalam mengukur, berkomunikas dan menginterpretasikan aktivitas
keuangan. Secaraluas, akuntans juga dikenal sebagai "bahasa bisnis'.

Menurut Harahap (2008 : 2) pengertian akuntansi adalah:

Akuntans keuangan atau akunting adalah merupakan bahasa atau

alat komunikas bisnis yang dapat memberikan informas tentang

kondis keuangan (ekonomi) berupa posis keuangan yang
terutang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis
dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu.

Akuntans bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan
yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manger, pengambil
kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham,
kreditur, atau pemilik.

Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikena dengan

istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi



42

dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikas,

diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan.

American Accounting Association mendefinisikan akuntans sebagai
berikut: Proses mengidentifikasikan, mengukur dan  melaporkan
informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan
yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Definisi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Bahwa akuntanss merupakan proses yang terdiri dari identifikas,
pengukuran, pelaporan informasi ekonomi.

2. Bahwa informas yang dihasilkan oleh akuntans diharapkan
berguna dalan penilaian dan pengambilan keputusan mengenal
kesatuan usaha yang bersangkutan.

Berdasarkan definis yang dikemukakan diatas, menunjukan bahwa
akuntans bukan sgja hanya mencangkup fungs pencatatan dalam
menghasilkan informasi keuangan akan tetapi juga menyangkut fungsi-
fungs lainnya yang pada dasarnya bertujuan menyediakan informasi yang
bersifat finansa kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap
perusahaan.

Selanjutnya informasi akuntans dapat bermanfaat dalam proses
pengambilan keputusan. Dalam hal ini terdapat adanya perbedaan antara
mangjemen perusahaan yang menyusun informas dengan pihak-pihak
lain perusahaan sebagal pemakal laporan. Agar informas akuntans

mempunyai tingkat komunikas dalam bahasa yang sama maka
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manajemen  perusahaan haruslah mempunyai standar atau berdasarkan

standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.7.1. Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntans Keuangan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh
gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus
diidentifikas dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau
periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki,
tanda mata uang dan peraturan- peraturan dalam laporan keuangan yang
berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar
Akuntansi Keuangan terdiri dari komponen-komponen:

a Neraca

b. Laporan laba-rugi

c. Laporan perubahan ekuitas

d. Laporan aruskas

e. Catatan ataslaporan keuangan (IAl, 2004 : 1.3)

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan
kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informas tentang
Kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk
mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh
suatu perusahaan di masa yang akan datang (IAl, 2004 : 25.1)

a. Penghasilan (income)



Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewagjiban
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan
keuntungan (gains).

Definis penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 :
23.1 adalah:

Kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam

bentuk pemasukan  atau  penambahan  aktiva  atau

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan

ekuitas yang tidak berasa dari kontribus penanaman
modal.

b. Beban (expense)
Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah:
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva
atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas
yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.
Sedangkan biaya adal ah semua pengurang terhadap penghasilan.

c. Pengakuan Penghasilan dan Beban
Pengakuan (recognition) adalah proses secara forma untuk
mencatat atau menggabungkan suatu pos didalam perkiraan dan
laporan keuangan suatu perusahaan (1Al, 2004 : 21).
Menurut Standar Akuntans Keuangan, penghasilan diakui dalam
laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan

yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan
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kewgjiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
Sedangkan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan
manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan
aktiva atau peningkatan kewagjiban yang telah terjadi dan dapat
diukur dengan andal.

Per hitungan Laba M enurut Undang-undang Per pajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada waib pgak yang

diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib

pajak

yang menyelenggarakan pembukuan ini  dimula dengan

menghitung penghasilan neto untuk mendapatkan dasar pengenaan

pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

a. Biaya

Menurut Undang-undang Pagjak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Pasal

6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi

wajib pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua golongan

yaitu:

1.

Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari satu
tahun, misalnya: biaya gaji, biaya administrasi dan biaya bunga.

Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun, misalnya: pembebanan dilakukan melalui penyusutan atau
amortisas. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan

oleh wajib pajak dapat pula dibedakan menjadi:
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a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan
bruto(deductible expenses).

b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan
penghasilan bruto (non deductible expenses).

Untuk kepentingan penghitungan pgjak, biaya yang diperkenankan
sebagai pengurangan penghasilan telah diatur daam Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Paak Penghasilan (UU PPh). Dalam
Pasal 6 UU PPh diatur mengena biaya yang berkenaan sebagai
pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU
PPh.

2.8.1 Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang
penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan
sebagal pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pgak Penghasilan (UU PPh). Dalam
Pasat 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai
pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU
PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan
penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut
antaralain:

1. Biaya-biaya3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan)
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Biaya-biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium,
bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi
asuransi, biaya administras dan Pajak Penghasilan.

Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat
kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran
yang melampaui batas kewajaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan
istimewa, maka jumlah yang melampui batas kewgjaran tersebut tidak
boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. BiayaPenyusutan dan Amortisasi

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.
3. luran Kepada Dana Pensiun

luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang
dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum
disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian Karena Penjual an atau Pengalihan Harta
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Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.

5. Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di
Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau
sstem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai

biaya.

6. BiayaBeasiswa, Magang dan Pelatihan

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan
pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan
kewajaran dan kepentingan perusahaan.
7. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan
sebagal biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya
dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya
penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan labarugi komersial.



49

b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

d. Wagjib Pgak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

8. Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang
pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan
diperlakukan secara khusus, antaralain kepemilikan:

a. BiayaTelepon Seluler
Biaya yang berkaitan dengan telepon seluler diatur dalam
keputusan Dirjen Pgjak Nomor 220 Tahun 2002 tentang perlakuan
pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yang
mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) yaitu: Biaya perolehan atau pembelian telepon
seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai
tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai
biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau
pembelian melalui  penyusutan aktiva tetap kelompok |

sebagai mana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
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520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor 138/KMK.03.2002.
Sedangkan Pasal 1 ayat (2) yaitu: Atas biaya yang
berkaitan dengan biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan
perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah
tahun pajak yang bersangkutan.
b. Biaya Kendaraan Bus, Minibus atau yang Sejenisnya
Biaya yang berkaitan dengan kendaraan bus, minibus atau yang
sgjenisnya diatur dalam Keputusan Dirjen Pgjak Nomor 220 Tahun
2002.
c. BiayaKendaraan Sedan atau yang Sejenisnya
Biaya yang berkaitan dengan kendaraan sedan atau yang sgenis
diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.
9. Biaya“Entertainment” dan Sgjenisnya
Biaya entertainment dan sgenisnya sering juga disebut dengan
biaya representasi, namun jamuan dan sgenisnya untuk mendpatkan,
menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan
tersebut pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.
Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran

Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya
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dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya
tersebut telah benar-benar dikeluarkan (forma) dan benar-benar ada
hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan
memelihara penghasilan perusahaan (materil).

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya
tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wagjib Pajak
harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

10. Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan
tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan
sebagal biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan
merupakan penghasilan.

Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh
pemberi kerjatetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, antaralain:

a. Penyediaan makanan atau minuman secara bersama-sama bagi
seluruh pegawai di tempat kerja.

b. Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana
keselamatan kerja atau karena sSifat pekerjaan tersebut
mengharuskannya, seperti:

a) Pakaian dan perdatan untuk keselamatan kerja.

b) Pakaian seragam petugas keamanan (satpam).



52

c) Antar jemput karyawan.

c. Penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya.

d. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

11. Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tetentu

Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000,
daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan tersebut adalah daerah terpencil.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga
pemberian kerja harus menyediakan sendiri adalah sarana dan prasarana
sertafaslitas di lokas kerja.

12. Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
antaralain:

a. Biayadalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)
b. Bantuan kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera

Utara

2.8.2 Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan

Sebagai Biaya
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Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pagjak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:
a. Pembagian laba
Y ang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “ Pembagian
laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asurans kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba
tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang
membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian
dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pagjak berdasarkan

Undang-undang Pajak Penghasilan.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak ops,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

2. Cadangan untuk usaha asurans termasuk cadangan bantuan
sosia yang dibentuk oleh Badan Penyel enggara Jaminan Sosial.

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.

4. Cadangan biayareklamas untuk usaha pertambangan.



5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah,
kehutanan, dan
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan

l[imbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

d. Premi asurans kesehatan, asurans kecelakaan, asurans jiwa,

asurans dwiguna, dan asurans beasiswa, yang dibayar oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi, kecuadli jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi
tersebut dihitung sebagal penghasilan bagi Wajib Paak yang
bersangkutan.

Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura

Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan,
misalnya pemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan
lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak
boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau
menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e
yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”, kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawa serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
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Jumlah yang melebihi kewagjaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf
I sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifathya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pajak penghasilan.

Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya
yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya”.
Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan
komanditer yang modalnyatidak terbagi atas saham.

Sanks administras berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengel uaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
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Adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya

dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

a) Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang
saham

b) Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
keperluan pribadi peminjam

¢) Pembayaran premi asurans untuk kepentingan pribadi

m. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

>

bukan merupakan objek pajak.

. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

pengenaan pajaknya bersifat final (PP138 Tahun 2008).

0. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

dikenakan pgjak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh.

Pgjak Penghasilan yang ditangguhkan oleh pemberi penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPh tetapi tidak
termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam
perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.

Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak
dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Bunga pinjaman untuk membeli saham
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Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak
dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang
diterimanya tidak merupakan objek pagak. Bunga pinjaman yang tidak
boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisas sebagai penambahan
harga perolehan saham.

26  Wajib Pajak Badan

2.6.1 Pengertian Badan dan Wajib Pajak Badan

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpgjakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan
atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongs koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisas massa, organisas sosia politik, atau
organisas lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investas kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pgak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang
pribadi atau badan (subjek pagak) yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpgakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak
tertentu. Wajib pgak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib

pajak badan.
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Wagjib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU
KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong paak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai
hak dan kewagjiban perpgakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan atau memiliki kewagjiban subjektif dan
kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memproleh Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wagjib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki
penghasilan di atas pendapatan tidak kena pagak. Di Indonesia,
setigp orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok
wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

2.6.2 Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pgjak Penghasillan, Pgak Penghasilan
adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pagak atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pagak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah paak yang
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolen oleh Badan
seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

a. Wagjib Pgak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan

atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Wagib Pgak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak

didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
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menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di
Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia
Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu
setigp tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib
pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2.6.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Per paj akan
Berikut kewajiban dari Wajib Pgjak Badan:
1. Kewajiban mendaftarkan diri
Dalam hal ini mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan
kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak
atau ekspor barang kena pagak yang terutang PPN
berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib paak badan
tersebut memiliki  kewajiban  untuk dikukuhkan menjadi
pengusaha kena pajak (PKP). Untuk wajib pajak badan atau
pengusaha kecil yaitu selama satu tahun buku melakukan
penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto
tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka
tidak diwgjibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali

pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai
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PKP. Jadi, apabila peredaran brutonya lebih dari 600 juta maka
wajib mengukuhkan diri menjadi PKP
Pada pasal 2 ayat (4) UU KUP, “Dirjen Pgak menerbitkan
NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP
atau PKP tidak melaksanakan kewgjibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
2. Kewagjiban untuk menyelenggarakan pembukuan.
Sebagaimana terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU KUP, yaitu
WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan WP badan di Indonesia, wajib
menyel enggarakan pembukuan.
2.6.4 Pembukuan
Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpgjakan, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mendapatkan data & informasi keuangan yang melipuiti
keadaan harta, kewgjiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang
maupun yang tidak terutang PPN, yang dikenakan PPN dengan tarif 0%
(nol persen) dan yang dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi/laba pada saat
tahun pajak berakhir.
Ketentuan mengenai Pembukuan. Pembukuan tersebut harus

diselenggarakan dengan:
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a.  Memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya,

b. Harus diselenggarakan di Indonesia, dengan menggunakan
huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun
dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan
oleh Menkeu,

c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel
akrual dan stelsel kas,

d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku
harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pgjak.

Prinsip Taat Asas:

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode

pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah

penggeseran laba atau rugi. Misalnya dalam penerapan: Stelsel
pengakuan penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian persediaan;

Metode penyusutan dan amortisasi.

Kewajiban M elakukan Pemotongan dan Pemungutan

Diantaranya yaitu:

1. Kewagjiban pajak sendiri (seperti PPh Pasal 25/29);

2. Kewgjiban memotong atau memungut (pot/put) pajak atas
penghasilan orang lain (misanya: PPh Pasal 21/26, PPh

Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final); dan
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3. Kewgjiban memungut PPN dan atau PPnBM (jika ada)
yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pgjak (PKP).
Jenisjenis pgak yang menjadi kewgjiban Wajib Pgak

Badan secara umum bisa diuraikan sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21/Pasal 26
Y aitu PPh yang wajib dipotong atas penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau
diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21
UU PPh.

Wajib Pgjak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21

atas penghasilan para karyawan yang bekerja di perusahaan

tersebut maupun penghasilan orang pribadi lainnya, seperti

tenaga ahli, yang dibayar atau terutang oleh perusahaan. Dalam

hal terdapat pembayaran penghasilan, yang termasuk objek

PPh Pasal 21, kepada orang pribadi yang berstatus WP luar

negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketentuan Pasal 26

UU PPh atau berdasarkan tax treaty.

Kewagjiban PPh Pasal 21/Pasal 26 yang harus dilaksanakan,

meliputi:

a) SPT Masa PPh Pasal 21/26 pada setiap Masa Pgjak
Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah
dihitung dan disetor oleh Wajib Pagak Badan, yang

terutang pada setiap masa pgak. PPh Pasal 26 yang
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terutang atas pembayaran kepada orang pribadi yang
berstatus Wajib Pajak Luar Negeri juga wajib dilaporkan
pada SPT Masa PPh Pasal 21. Pada dasarnya, PPh Pasal 21
yang dilaporkan dalam SPT Masa merupakan angsuran atau
pajak dibayar di muka untuk PPh Pasal 21 yang terutang
pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.
SPT Masa PPh Pasal 21 pada Akhir Tahun Pgjak
Merupakan pelaporan atas PPh Pasal 21 yang telah dihitung
dan dilunas pada suatu tahun pajak, termasuk PPh Pasal 26
yang terutang atas penghasilan orang pribadi berstatus WP luar
negeri. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Akhir Tahun Pajak
sebenarnya merupakan penghitungan ulang atas PPh Pasal 21
yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk
Masa Pagjak Januari sampai dengan Desember. Bisa jadi, pada
SPT Masa PPh Pasal 21 pada akhir tahun nantinya timbul
kurang bayar, atau lebih bayar, atau mungkin juga nihil (PPh
Pasal 21 yang sudah disetor sama dengan PPh Pasal 21

yang terutang).

b. PPh Pasa 23

Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen,
royalti, bunga, hadiah dan penghargaan selain yang telah

dikenakan PPh Pasal
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harta, serta imbalan jasa sehubungan dengan jasa-jasa seperti
jasa teknik, jasa mangeman, jasa konsultan, dan jasa lain, yang
ditetapkan dalam ketentuan Pasal 23 UU PPh.
C. PPhPasal 26
Yaitu PPh yang dipotong atas penghasilan berupa dividen;
bunga; royalti; sewa dan imbalan lain sehubungan dengan
penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan
dan kegiatan, hadiah dan penghargaan; serta pensiun dan
pembayaran berkala lainnya yang
diterima/diperolen WP luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam
Pasal 26 UU PPh.
Penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 26 sebaiknya tetap
dilakukan secara tersendiri, meskipun untuk pelaporannya digabungkan
dengan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23, tergantung pada jenis objek
pajaknya serta penerima penghasilannya;
1) Jika objek pajaknya cenderung sama dengan PPh Pasal 21
dan penerima penghasilannya adalah orang pribadi berstatus
WP luar negeri, maka pelaporannya melalui SPT Masa PPh
Pasal 21 dan atau Pasal 26;

2) Jika penerima penghasilannya berbentuk badan dan berstatus
WP luar negeri, pelaporannya melalui SPT Masa PPh Pasa

23 dan atau Pasd 26
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d. PPhFina
Yaitu PPh yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu
atau jenis usaha tertentu yang diatur secara khusus (special
treatment) melalui peraturan pemerintah. Misalnya, PPh Fina
atas persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi, seandainya
Wagjib Pgjak Badan menyewa gedung dari pihak lain untuk
dipergunakan sebagai kantor, maka Wajib Pajak Badan wajib
memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Final yang terutang
atas sewa kantor tersebut.

e. PPhPasal 25
Yaitu pembayaran angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan
yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan.
Besarnya PPh Pasal 25 yang wajib disetor setigp bulan
dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh beserta
ketentuan pelaksanaannya.

f. PPhPasa 29
Yaitu kewajiban untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak
yang terutang pada akhir tahun pajak, dengan memperhitungkan
kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 yang telah disetor
setiap bulan dan PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak
lain.

g. PPN
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Yaitu pemungutan pagjak atas penyerahan BKP (Barang Kena
Pgjak) atau JKP (Jasa Kena Pgak) yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pgjak (PKP) di dalam Daerah Pabean, yang
meliputi suatu masa pagjak. Dalam hal BKP tergolong barang
mewah, terdapat Pajak Penjuaan Atas Barang Mewah

(PPnBM) yang juga terutang sesuai ketentuan UU yang berlaku.

Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.
Kewajiban membuat faktur pajak.

Kewajiban melunasi bea materai.

Kewajiban menaati pemeriksaan paak.

Hak Wajib Pajak Badan dalam Per pajakan

Adapun hak dari wajib pgjak dalam perpagakan, yaitu:

a. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus.

b. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian

SPT

c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan

serta peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
d. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran paj ak.
e. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan.

f. Hak untuk mendapat fasilitas perpajakan.

g. Hak mengagjukan permohonan untuk mengangsur pembayaran

pajak, menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan



67

bunga dari keterlambatan pembayaran kelebihan pgak oleh
DJP.

h. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap

pajak keluaran.

i. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya

yang dikeluarkan sesuai biaya fiskal.
2.6.7 Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan
atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak
Penghasilan (PPh) sebagamana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaiman
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
tahun 2008, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari
libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat
dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional temasuk hari
yang diliburkan untuk penyelengaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan
oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Perseps atau bank
Devis Perseps atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara

online. Pembayaran pgak harus digunakan dengan menggunakan Surat
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Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan
Surat Setoran Pgjak.

Surat Setoran Pgjak (SSP) atau sarana administras lain berfungs
sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pegjabat kantor
penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat
validas. SSP atau sarana administras lain dianggap sah apabila telah
divalidas dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari
jumlah kredit pajak maka penyetoran kekurangan pajak yang terutang
(pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT
tahunan  disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksima
disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

2.7  Perhitungan Laba Menurut Standar Akuntans Keuangan

Untuk memudahkan pembaca laporan keuangan agar memperoleh
gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus
diidentifikas dengan nama perusahaan, jenis laporan, tanggal atau
periode waktu tertentu dan juga harus diperhatikan judul, catatan kaki,
tanda mata uang dan peraturan- peraturan dalam laporan keuangan yang
berdasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.

Sedangkan laporan keuangan yang lengkap menurut Standar
Akuntansi Keuangan terdiri dari komponen-komponen:

a. Neraca

b. Laporan laba-rugi
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c. Laporan perubahan ekuitas

d. Laporan aruskas

e. Catatan atas laporan keuangan (1Al, 2004 : 1.3)

Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan
kinerja dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang
kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk
mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh
suatu perusahaan di masa yang akan datang (1Al, 2004 : 25.1)

a. Penghasilan (income)

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi
penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenue) dan
keuntungan (gains).

Definis penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004 :
23.1 addah:

Kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk
pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewagjiban
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribus

penanaman modal.

b. Beban (expense)
Pengertian beban menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah:
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode

akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau
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terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan entitas yang tidak
menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Sedangkan biaya
adalah semua pengurang terhadap penghasilan.

c. Pengakuan Penghasilan dan Beban

Pengakuan (recognition) adalah proses secara formal untuk
mencatat atau menggabungkan suatu pos didalam perkiraan dan laporan
keuangan suatu perusahaan (IAl, 2004 : 21).

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penghasilan diakui dalam
laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang
berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewagjiban telah
terjadi dan dapat diukur dengan andal. Sedangkan beban diakui dalam
laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang
berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban yang telah
terjadi dan dapat diukur dengan andal.

2.8  Perhitungan Laba Menurut Undang-undang Per pajakan

Sebagaimana telah diketahui bahwa ada wajib paak yang
diharuskan membuat pembukuan. Perhitungan PPh tahunan bagi wajib
pajak yang menyelenggarakan pembukuan ini  dimulai dengan
menghitung penghasilan netto untuk mendapatkan dasar pengenaan
pajaknya, biasanya disebut penghasilan kena pajak.

a. Biaya
Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Pasal 6, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
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bagi wajib pajak dalan Negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dua
golongan yaitu:

1. Beban atau biaya yang mempunyai manfaat tidak lebih dari
satu tahun, misanya: biaya gaji, biaya administras dan biaya
bunga.

2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari
satu tahun, misalnya: pembebanan dilakukan melalui penyusutan
atau amortisas. Kemudian  pengeluaran-pengeluaran  yang
dilakukan oleh wajib pajak dapat puladibedakan menjadi:

a. Biaya yang boleh diperhitungkan sebagai pengurangan
penghasilan bruto (deductible expenses)

b. Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan
penghasilan bruto (non deductible expenses).

Untuk kepentingan penghitungan pgjak, biaya yang diperkenankan
sebagal pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pgak Penghasilan (UU PPh). Dalam
Pasad 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai
pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU
PPh.

2.8.1 Biaya-biaya vyang diperkenankan sebagai pengurang
penghasilan bruto

Untuk kepentingan perhitungan pajak, biaya yang diperkenankan

sebagai pengurangan penghasilan telah diatur dalam Undang-undang
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Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pgak Penghasilan (UU PPh). Dalam
Pasat 6 UU PPh diatur mengenai biaya yang berkenaan sebagai
pengurangan penghasilan bruto atau biaya fiskal diatur dalam Pasal 9 UU
PPh.

Adapun biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan
penghasilan bruto sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 UU PPh tersebut
antaralain:

1. Biaya-biaya3M (Mendapat, Menagih dan Memelihara penghasilan)

Biaya-biaya 3M meliputi biaya mendapatkan, menagih dan memelihara
penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan
tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya
perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administras
dan Pgjak Penghasilan.

Pengel uaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesua dengan adat
kebiasaan pedagang yang baik. Dengan demikian apabila pengeluaran yang
melampaui batas kewgjaran tersebut dipengaruhi oleh hubungan istimewa,
maka jumlah yang melampui batas kewgaran tersebut tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. BiayaPenyusutan dan Amortisasi
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Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 UU PPh boleh dibebankan sebagai biaya.

3. luran Kepada Dana Pensiun

luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan boleh dibebankan sebaga biaya, sedangkan iuran yang
dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum
disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

4. Kerugian Karena Penjualan atau Pengalihan Harta

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan (aktiva tetap) atau yang dimiliki untuk
mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto.

5. Biaya Penelitian dan Pembangunan Perusahaan yang Dilakukan di
Indonesia

Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau
sistem baru bagi pengembangan perusahaan boleh dibebankan sebagai
biaya.

6. BiayaBeasiswa, Magang dan Pelatihan
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan beasiswa, magang dan

pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia
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dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan, dengan memperhatikan

kewajaran dan kepentingan perusahaan.

7. Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan
sebagal biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya
dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya
penagihan yang maksimal atau terakhir dengan syarat:

a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan labarugi komersial.

b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara
(BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang uang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

d. Wagjib Pgjak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pagjak, yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pgjak.

8. Biaya yang berkaitan dengan kepemilikan aktiva tertentu yang
pembebanannya berkaitan dengan perawatan maupun penyusutan
diperlakukan secara khusus, antaralain kepemilikan:

a. BiayaTelepon Seluler
Biaya yang berkaitan dengan telepon seluler diatur dalam

keputusan Dirjen Pgak Nomor 220 Tahun 2002 tentang perlakuan



75

pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yang
mengatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (1) yaitu: Biaya perolehan atau pembelian telepon
seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai
tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai
biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau
pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok |
sebagal mana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
520/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor 138/KMK.03.2002.
Sedangkan Pasal 1 ayat (2) yaitu: Atas biaya yang
berkaitan dengan biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan
perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan untuk
pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah
tahun pajak yang bersangkutan.
. BiayaKendaraan Bus, Minibus atau yang Sejenisnya
Biaya yang berkaitan dengan kendaraan bus, minibus atau yang
sgjenisnya diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun
2002.
Biaya Kendaraan Sedan atau yang Sejenisnya
Biaya yang berkaitan dengan kendaraan sedan atau yang segjenis

diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 220 Tahun 2002.



76

9. Biaya“Entertainment” dan Sejenisnya

Biaya entertainment dan sgenisnya sering juga disebut dengan
biaya representasi, namun jamuan dan sgenisnya untuk mendpatkan,
menagih dan memelihara penghasilan. Biaya sebagaimana dimaksudkan
tersebut pada dasarnya
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 UU PPh.

Pembebanan biaya-biaya tersebut sesuai dengan Surat Edaran
Dirjen Pajak Nomor 27 Tahun 1986 dapat dibebankan sebagai biaya
dengan syarat Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya
tersebut telah benar-benar dikeluarkan (forma) dan benar-benar ada
hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapat, menagih dan
memelihara penghasilan perusahaan (materil).

Syarat-syarat forma yang harus dipenuhi terhadap biaya-biaya
tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan brutonya, Wajib Pajak
harus melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan.

10. Biaya Natura dan Kenikmatan Tertentu

Pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan
tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh, boleh dibebankan
sebagal biaya dan bagi pihak yang menerima atau menikmati bukan
merupakan penghasilan.

Adapun penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan

atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang boleh
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dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibebankan sebagai biaya oleh
pemberi kerjatetapi bukan merupakan imbalan bagi karyawan, antaralain:

a. Penyediaan makanan atau minuman secara bersama-sama bagi
seluruh pegawai di tempat kerja.

b. Merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana
keselamatan kerja atau karena sSifat pekerjaan tersebut
mengharuskannya, seperti:

a) Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja.
b) Pakaian seragam petugas keamanan (satpam).
c) Antar jemput karyawan.
c. Penginapan untuk awak kapal dan sgjenisnya.
d. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di
daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
11. Biaya Natura dan Kenikmatan Daerah Tetentu

Biaya natura dan kenikmatan daerah tertentu dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto tetapi bukan merupakan penghasilan bagi karyawan
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000,
daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri
Keuangan tersebut adalah daerah terpencil.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan

tersebut adalah sepanjang tidak tersedia di daerah tersebut, sehingga
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pemberian kerja harus menyediakan sendiri adaah sarana dan prasarana
sertafasilitas di lokas kerja.
12. Biaya Sumbangan yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto
Biaya sumbangan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto
antaralain:
a. Biayadalam rangka Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)
b. Bantuan kemanusiaan di Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara
2.8.2 Pengeluaran-pengeluaran yang Tidak Boleh  Dibebankan
Sebagai Biaya.
Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pagjak Penghasilan menetapkan biaya atau pengeluaran yang tidak boleh
dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:
a. Pembagian laba
Y ang terdapat didalam pasal 9 ayat 1 huruf a yaitu “ Pembagian
laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk
dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asurans kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi”, pembagian laba
tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan badan yang
membagikannya karena pembagian laba tersebut merupakan bagian
dari penghasilan badan tersebut yang akan dikenakan pajak berdasarkan

Undang-undang Pajak Penghasilan.
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b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak ops,
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

2. Cadangan untuk usaha asurans termasuk cadangan bantuan
sosia yang dibentuk oleh Badan Penyel enggara Jaminan Sosial.

3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan.

4. Cadangan biayareklamas untuk usaha pertambangan.

5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk sebuah sawah,

kehutanan, dan

[o2]

. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

d. Premi asurans kesehatan, asurans kecelakaan, asurans jiwa,
asuransi dwiguna, dan asurans beasiswa, yang dibayar oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan
premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang
bersangkutan.

e. Penggantian dan imbalan dalam bentuk natura
Pengeluaran yang dilakukan dalam bentuk natura atau kenikmatan,
misalnya pemberian dalam bentuk beras, gula, tepung, mentega dan

lain-lain serta fasilitas menempati rumah dengan cuma-cuma tidak
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boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pihak yang menerima atau
menikmati bukan merupakan penghasilan. Pasal 9 ayat (1) huruf e
yaitu: “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan”, kecuali
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawa serta
penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Jumlah yang melebihi kewagaran yang dibayarkan kepada pemegang

g.

h.

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbal an sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,
kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf
i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifathya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak penghasilan.



81

i. Biaya untuk kepentingan pribadi Pasal 9 ayat (1) huruf i yaitu: “Biaya
yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib
Pagjak atau orang yang menjadi tanggungannya”.

J. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan
komanditer yang modalnyatidak terbagi atas saham.

k. Sanks administras berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanks
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

I.  Pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan upaya
untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Adapun pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada hubungannya
dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

a) Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan pribadi pemegang saham

b) Pembayaran bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk
keperluan pribadi peminjam

¢) Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pribadi

m. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang
bukan merupakan objek pajak.

n. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

pengenaan pajaknya bersifat final (PP138 Tahun 2008).
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0. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

dikenakan pajak berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PPh.

. Pgak Penghasilan yang ditangguhkan oleh pemberi penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 26 UU PPh tetapi tidak
termasuk dividen sepanjang PPh tersebut ditambahkan dalam
perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.

. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak
dipergunakan dalam usaha atau kegiatan mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Bunga pinjaman untuk membeli sasham

Bunga atas pinjaman yang dipergunakan untuk membeli saham tidak
dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang dividen yang
diterimanya tidak merupakan objek pgak. Bunga pinjaman yang tidak
boleh dibayarkan tersebut dapat dikapitalisas sebagai penambahan
harga perolehan saham.

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

Pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dibebankan
sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pagak, namun
untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomi memang
diberikan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang
akan tejadi diikemudian dapat melakukan pembentukan dana

cadangan.
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Premi asurans

Premi asurans kesehatan, asurans kecelakaan, asurans jiwa,
asurans dwiguna dan asurans beasiswa, yang dibayar oleh Wajib
Pajak Orang Pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.
Hal ini sgjalan dengan orang pribadi tersebut pada saat menerima
penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut merupakan
objek pajak.

Sedangkan premi asurans yang boleh dikurangkan dari penghasilan
bruto adalah premi asurans yang dibayarkan atau ditanggung oleh
pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh
dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan
merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak.

Harta yang dihibahkan

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPh tidak boleh
dijadikan pengurang penghasil bruto, kecuali zakat atas penghasilan
yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak badan dalam negeri
pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah.

Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan tersebut harus
nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pgjak badan dalam negeri yang
dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam
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(Azhari S, 2008 : 48-63)

Pasal 9 ayat (2) yaitu: “pengeluaran untuk mendapatkan, menagih
dan memelihara penghasilan yang mempunyal massa manfaat |ebih dari
1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan
dibebankan meadui penyusutan atau amortisas  sebagaimana
dimaksud dalam pasa 11 atau pasal 11A”.
2.9 Akuntans Pajak Penghasilan
Adapun akuntans Pgak Penghasilan yang dimaksud adalah
pencatatan yang dilakukan terhadap angsuran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23
dan PPh Pasal 25.
a. Pagak Penghasilan Pasal 21
Pasal 21 Undang-undang Pgjak Penghasilan mengatur tentang
pembayaran pajak dalam tahun berjadlan melalui pemotongan pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pgjak Orang Pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
b. Pajak Penghasilan Pasal 23
Ketentuan dalam Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas
penghasilan yang diterima tau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang  telah  dipotong  paak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau

terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri,
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penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya.
Adapun pemotongan PPh Pasal 23 terdiri atas:

1. Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan negeri lainnya
Pemotongan ini sifatnya otomatis dan tidak ada penunjukan
sebagai pemotongan PPh Pasal 23.

2. Wagjib Pgak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pgjak sebagai pihak yang wajib membayarkan
penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 adalah:
1. Dividen.

2. Bunga
3. Royalti

4. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

7. Imbalan ssehubungan dengan jasa teknik, jasa mangemen, jasa
kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21 yang diterima oleh subjek pajak dalam
negeri, baik orang pribadi maupuan badan.

c. Pajak Penghasilan Pasal 25
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Ketentuan Pasad 25 UU PPh mengatur tentang penghitungan
besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
dalam tahun berjalan.

Untuk menghitung PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak
dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk
setigp bulan adalah sebesar Pgjak Penghasilan yeng terutang menurut
Surat Pemberitahuan Pgjak Tahunan Pgjak Penghasilan tahun pajak yang
lalu dikurangi dengan:

a. Pgak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 dan Pasal 23

b. Pgak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri
yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
c. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
210 Pelaporan SPT Masa
2.10.1 Pengertian SPT
Pasal 1 angka 11 Undang-undang tentang Ketentuan Umum

Perpgakan (KUP) menyebutkan bahwa pengertian Surat

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan

untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek

pajak dan atau harta dan kewagjiban, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan. (Djoko Mujono,2011 :102)

2.10.2 Fungs SPT Bagi Wajib Pajak Penghasilan
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a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan
pajak yang sebenarnya terutang.

b. Melapor pembayaran atau pelunasan pagak yang telah
dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan  atau
pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pgjak.

c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan
lain dari satu Masa Pgak, sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.

2.10.3 Jenis SPT

Berdasarkan waktu pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi

dua:

a. SPT Masa adaah surat yang oleh Wajib Pgjak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang
terutang dalam suatu Masa Pgjak atau pada suatu saat. Ada
beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh
Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh
Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN.

b. SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pgjak.

2.10.4 BatasWaktu penyampaian SPT
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Sesuai Pasal 3 Ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan, batas
waktu penyampain SPT diatur:

a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah
akhir masa pajak.
b. Untuk SPT Tahunan dibedakan menjadi:

1) SPT Tahunan WP Orang Pribadi paling lambat 3
(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun
pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 3 bulan
tersebut sama dengan akhir bulan Maret tahun kalender
berikutnya.

2) SPT Tahunan WP badan termasuk BUT paling lama 4
bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya
menggunakan tahun kalender, maka 4 bulan tersebut
sama dengan akhir bulan april tahun kalender berikutnya.
Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu

penyampaian SPT baikk Masa maupun Tahun, berikut
disampaikan batas waktu pembayaran dan batas waktu Pelaporan

untuk kewajiban perpajakan bulanan:
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a) SPT Masa
Tabel 2.2
Batas Waktu Pelaporan
SPT Masa
No Jenis SPT Egnazg;/:rk;ﬁ Batas WaktuPdaporan
1 | PPhPasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 | PPhPesal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 | PPhPasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
4 | PPh Pasdl 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
5 | PPh Pasal 25 (angsuran Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
Pgjak) untuk Wajib Pgak
orang pribadi dan badan
6 | PPhPasal 25 (angsuran Akhir masa Pgjak Tgl.20 setelah
Pajak) untuk Wajib Pgjak Terakhir berakhirnya Masa Pgjak
7 | PPhPasal 22, PPN & PPn 1 hari setelah dipungut | Hari kerja terakhir
BM oleh Bea Cukai minggu berikutnya
8 | PPhPasal 22 - Bendahara Pada hari yang sama Tgl. 14 bulan berikut
Pemerintah saat penyerahan barang
9 | PPhPasal 22 — Pertamina Sebelum Delivery
Order dibayar
10 | PPh Pacal 22 - Pemungut Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
tertentu
11 | PPN dan PPn BM - PKF Akhir bulan berikutnya | Akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya setelah berakhirnya Masa
12 | PPN dan PPn BM — Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
Bendaharawan
13 | PPN & PPn BM - Pemungut | Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
Non Bendahara
14 | PPh Pacal 4 ayat (2), Pasal Sesuai batas waktu per | Tgl.20 setelah
15,21,23, PPN dan PPnBM | SPT Masa berakhirnyaMasa

Sumber: Wirawan,Waluyo 2003 : 37

Berikut batas waktu pembayaran Tahunan dan batas waktu

Pelaporan untuk kewajiban perpajakan tahunan
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Tabel 2.3:
Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan
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tanggal diterimanya SPPT

Jenis Batas Waktu

No SPT Pembayar an Tahunan Batas WaktuPelaporan

1 |PPh- Sebelum SPT Tahunan Akhir bulan ketiga setelah
Orang PPh disampaikan berakhirnya tahun atau bagian
Pribadi tahun Pajak

2 | PPh- Sebelum SPT Tahunan Akhir bulan keempat setelah
Badan PPh disampaikan berakhirnya tahun atau bagian

tahun Pajak
3 | FBB 6 (enam) bulan sejak

Sumber: Wirawan,Waluyo 2003 : 37

Pendlitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel penelitian terdahulu yang merupakan

perbandingan penelitian sekarang dan terdahulu :

Tabel 2.4
Hasil Pendlitian Terdahulu
No Peneliti Judul Hasll
1. | Ftriani Saragih | Analisis  Akuntans | Hasll yang  diperoleh
(2014) Pajak Penghasilan | menyimpulkan bahwa
Badan pada CV.| Akuntans Pajak
Karya Natal Penghasilan Badan belum

diterapkan dengan baik
karena perhitungan yang

dilakukan tidak  sesuai
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dengan ketentuan Undang-

Undang N0.36 Tahun 2008.
Debie Sukma | Analisis  Akuntans | Hasll yang  diperoleh
(2013) Pajak Penghasilan | menyimpulkan bahwa
Badan Pada PT. Mitra | perusahaan dalam
Sejahtera Pekanbaru menyusun laporan laba-rugi
belum  sesuai dengan
Undang-Undang
Penghasilan.
Eko Mujianto | Analisis Pajak | Hasll yang  diperoleh
(2013) Penghasilan ~ Badan | menyimpulkan bahwa PT.
Pada PT. Bandar | Bandar Lugina belum
Lugina Pekanbaru melaksanakan perhitungan
pajak penghasilan
sebagaimana yang telah
diatur daam  Undang-
Undang Perpajakan.
Hardiansyah Analisis Perhitungan | Hasil yang  diperoleh
(2017) Pajak Penghasilan | menyimpulkan bahwa
Badan Pada PT.|andisis dan perhitungan
Pelabuhan Indonesia | pgak  penghasilan  PT.
IV (Persero) Makassar | Pelindi 1V telah sesual

dengan Undang-Undang
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Perpgjakan No. 36 Tahun
2008. Namun, terdapat
beberapa item yang harus
dikoreks oleh pihak
perpajakan  seperti  yang
tertera dalam laporan SPT
perusshaan antara lain

penghasilan yang dikenakan

PPh Final, biaya-biaya,
beban serta penyisihan
piutang.

Arlin Fitria

(2017)

Penerapan PSAK No.
46 Tentang Paak
Penghasilan  Badan
Terhadap Koreks
Fiskal Pada Laporan
Keuangan PT. Bank

Panin Syariah Tbhk

Hasil penelitian ini yaitu,
PT. Bank Panin Syariah Tbhk
menerapkan PSAK No. 46
dimana terdapat perbedaan
temporer dan perbedaan
tetap yang timbul. Dari
perbedaan temporer tersebut
akan dikoreks  dengan
mengunakan pendekatan
neraca dan laba rugi dan

penghasilan  komprehensif

lain yang nantinya akan
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menimbulkan utang paak
kini (PPh Pasal 29)serta
akan  disgikan  daam
laporan keuangan PT. Bank
Panin Syariah Thbk secara

fiskal.

C. Kerangka Konseptual

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Sinarmas Abadi Makmur
melakukan pembukuan atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan
kegiatan usahanya. Dalam pembukuan tersebut perusahaan menyusun laporan
keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menjadi fokus utama dari
pemakai laporan keuangan, khususnya pihak eksternal. Bagi fiskus sebagai aparat
pemerintah dalam bidang perpajakan, laporan laba rugi dipergunakan sebagai
dasar untuk menetapkan besarnya Pgjak Penghasilan (PPh) yang dikenakan
terhadap setiap perusahaan.

Wajib pajak yang diperlakukan sebagai subyek dalam sistem pemungutan
pajak khususnya pada bidang pajak penghasilan (PPh) disebabkan wajib pajak
diberikan kepercayaan penuh oleh negara (Direktorat Jendral Pajak)
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri

jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan Self Assessment. Self Assessment
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adaah keputusan wajib paak dalam melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpg akan Indonesia yang berlaku tersebut.

Pihak fiskus tidak selalu menerima perhitungan laba rugi menurut
perusahaan. Hal ini terjadi karena fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan
berpedoman kepada Peraturan Perpgjakan yang berlaku, yaitu Undang-undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sedangkan perusahaan
menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntans Keuangan
(SAK). Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan penghasilan dan beban.

Didalam Undang-Undang Perpgakan No. 36 Tahun 2008 telah jelas
dikemukakan biaya-biaya yang dapat digolongkan sebagai pengurangan
penghasilan bruto. Namun, kenyataan di lapangan laporan laba rugi yang disusun
berbeda atau tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tersebut.
Sehingga hal ini perlu diadakan koreksi untuk pencocokannya.

Selain Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tersebut masih ada lagi
peraturan yang mengatur tentang masalah pembebanan biaya dalam perhitungan
penghasilan bruto yaitu Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP-
220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon
seluler pasal 1 ayat (1) bahwa pemberian fasilitas handphone beserta pulsa
tersebut yang dapat diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah
sebesar 50% dari fasilitas yang diberikan.

Berdasarkan kerangka konseptual yang dikemukakan sebelumnya maka

alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis



yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada

bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini

PT. SSINARMAS ABADI

A

A 4

Laporan Keuangan

A

-

Neraca

Laporan Perubahan Modal

Laporan Laba-Rugi

/\.

Kesesuaian Standar
Akuntansi Keuangan
PSAK No. 46

Kesesuaian dengan UU
Perpajakan No. 36 Tahun
2008

A

Dilakukan Koreks Fiskal
(untuk menyesuaikan)

Gambar 2.1
Kerangka Ber pikir
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan metode yang digunakan dalam
penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut (Sugiyono, 2014:2) cara ilmiah
berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional,
empiris dan sistematis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif,
yaitu dimana penyajian dari penelitian memberikan gambaran umum pencatatan
akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya yang terjadi pada PT. Sinarmas Abadi Makmur.

B. Lokas dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Sinarmas Abadi Makmur yang beralamat di
Jalan Y os Sudarso Komp. LE5 Tanjung Mulia Medan, Sumatera Utara Indonesia
Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya, peneliti
membutuhkan waktu penelitian kurang lebih satu bulan, yakni dimulai dari bulan

September tahun 2018.
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Tabel 3.1
Waktu Pendlitian

No

Jadwal Kegiatan

Des Jan

Mar

1/2/3/4{1/2/ 34

Pra Riset

Pengajuan Judul

Bimbingan Proposal

Penyelesaian Proposal

SeminarProposal

OO | W NP

Analisis Pengolahan
Data

Bimbingan &
Penyelesaian Penelitian

Sidang Skripsi

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

1. Observas, yakni

99

pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian,

tepatnya pada perusahaan PT. Sinarmas Abadi Makmur.

2. Interview, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan

pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan

masalah penelitian yang akan dibahas.

3. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan

mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan

masal ah penelitian yang akan dibahas.
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b. Penelitian Pustaka (Library Research)
Metode ini merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan
dengan mempelgjari literatur-literatur, karya-karya ilmiah, serta bacaan-

bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik AnalisisData
Untuk mengolah data pendlitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik
analisis, yaitu:
1. Menganalisis secara keseluruhan laporan keuangan PT. Sinarmas Abadi
Makmur antara teori dalam Penergpan Standar Akuntans Keuangan
(SAK) tentang pajak penghasilan badan terhadap laporan keuangan dan
peraturan perpa akan.
2. Menganalisis perhitungan pgak penghasilan yang telah dilakukan oleh
PT. Sinarmas Abadi Makmur
3. Membandingkan hasil yang telah dilaporkan perusahaan dengan fiskus
4. Menganalisis akuntansi pgjak penghasilan badan
5. Menjelaskan koreks fiskal atas beban (biaya) yang tidak dapat
dikurangkan sebagal pengurang pajak penghasilan badan.

6. Memberikan kessmpulan
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penelitian
1. Sgarah Singkat Perusahaan

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang
hingga mencapa angka pertumbuhan 7 pada pertengahan 1999, memberikan
dampak positif bagi prospek bisnis otomotif. Seiring dengan meningkatnya taraf
hidup masyarakat mendorong permintaan pasar akan pengadaan barang-barang
yang begitu pesat. PT. Sinarmas Abadi Makmur sebagai badan usaha yang
bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa baik untuk sector pemerintahan
dan swasta PT. Sinarmas Abadi Makmur memanfaatkan peluang bisnis ini untuk
memperluas dan mengembangkan produknya untuk memenuhi permintaan
pengadaan barang-barang tersebut baik untuk dari pemerintahan maupun swasta.

PT. Sinarmas Abadi Makmur merupakan kontraktor sekaligus leveranisir
yang kegiatan usahanya melakukan pengadaan barang-barang untuk pemerintahan
dan swasta yang merupakan rekanan dari perusahaan. Rekanan PT. Sinarmas
Abadi Makmur antara lain adalah PT. PLN (Persero), PT. TELKOM, Thbk, rumah
sakit pemerintahan dan swasta. Dalam proses pengadaan tersebut perusahaan
mengikuti lelang terbuka secara online sesuai dengan portal masing-masing
perusahaan.

PT. Sinarmas Abadi Makmur Berdiri tanggal 3 Juni 2003 yang disahkan
olen Notaris Farida Hanum, SH di Medan. Sebelum berbentuk Perseroan

Terbatas (PT), perusahaan ini berbentuk CV dengan nama CV. Sinarmas Abadi,

99
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hal ini dilakukan perusahaan karena semakin berkembang pesatnya aktivitas
perusahaan.
2. Struktur Organisas Perusahaan

Untuk mengatur berjdanya perusahaan di perlukan suuatu struktur
organisasi. Bentuk Struktur organisas tergantung dari besar kecilnya perusahaan.
Bagaimana juga bentuk struktur organisas itu perlu di tetapkan atau di pilih
terlebih dahulu, agar tujuan perusahaan lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya struktur organisas akan lebih jelas pembagian kerja dan
tanggung jawabnya. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan dan
mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan — kegiatan suatu perusahaan
dan apakah tujuan yang telah di tentukan semua tercapai atau tidak. Dalam
Pencapaian tujuan perusahaan harus melakukan aktivitas pekerjaan dan kumpulan
aktivitas ini di laksanakan orang — orang yang menjadi anggota organisasi. Agar
anggota organisas mengetahui tugasnya maka harus diadakan pengorganisasian.
Pengorganisasian dapat dilaksanakan dimana pekerjaan dapat di bagi — bagi dan
merupakan sekumpulan tugas — tugas yaang kemudian orang — orang di tugaskan

untuk melaksanakannya.



Presiden Directur

Wakil Directur
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Bagian PRoduksi Bagian Administrasi Bagian Keuangan
Produksi Dokument Arsip Accounting Kasir
GAMBAR 4.1

Struktur Organisas PT. Sinar mas Abadi Makmur

PT. Sinarmas Abadi Makmur mempunyai struktur organisasi organisasi

dan uraian tugas masing — masing bagian adal ah sebagai berikuit :

1. Presiden Direktur

Direktur mempunyai tuga dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menangani dan bertanggung jawab keluar mauun ke dalam perusahaan.

b. Mengambil inisiatif dan kebijaksanaan dalam perusahaan.

c. Mengkordinasi dan mengawas pelaksanaan operas perusahaan.

d. Mencari ide — ide baru dalam perkembangan perusahaan.

2. Bagian keuangan

Bagian keuangan bertanggung jawab atas keegiatan pencatatan transaks,
pengolahan data, dan penyusunan laporan keuangan. Bagian ini merupakan

pusat pengoolahan data dengan komputer. Bagian keuangan, bertanggung
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jawab atas haal — ha yang berhubungan dengan keuangan perusahaan,

anatara lain merencanakan dan mengawas arus dana perusahaan yang di

perlukan untuk membiayai aktivitas perusahaan.

Secararinci bagian keuangan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menata uang masuk dan uang keluar sehingga tidak terjadi kemacetan
keuangan bagi perusahaan dalam pelaksanaan setigp transaksi dalam
perusahaan.

b. Membuat |aporan kas Bank.

c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran kas setiap hari untuk
diserahkan paada pemegang buku perusahaan agar dapat di bukukan.

d. Membayar gaji dan upah karyawan.

e. Memeriksa dan menyortir semua dokumen — dokumen keuangan yang di
terima untuk di bukukan.

f. Mencatat transaksi — transaks ke dalam buku harian, jurna dan buku
besar.

g. Membuat laporan keuangan.

h. Menyusun dan menyimpan dokumen perusahaan.

3. Bagian Administras
Bagian personaliamempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Menyiapkan dan melaksanakan penggajian dan pengupahan.

b. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perusahaan.

c. Menangani urusan pelayanan perusahaan terhadap departemen tenaga
kerja, astek dan sertifikatekerja.

d. Menangani urusan kesehjateraan dan keselamatan kerja.
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B. Hasil Penelitian

PT. Sinarmas Abadi Makmur merupakan perusahaan besar yang objek
paaknya berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain. Dari
laporan keuangan PT. Sinarmas Abadi Makmur dapat diketahui bahwa
PT. Sinarmas Abadi Makmur mendapatkan penghasilan  sebesar

Rp. 313.738.313,- yang bersumber dari :

1. Kegiatan Usaha

Pendapatan Rp. 10.375.350.819,-
Harga Pokok Penjualan Rp. (9.347.366.941),-
Biaya Operasional Rp. ( 715.958.469),-

Rp. 312.025.409,-

2. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Jasa Giro Rp. 1.712.904.-
Laba Bersih Sebelum Pajak Rp. 313.738.313-
1) Pendapatan

Pendapatan secara umum dapat didefinisikan sebagai penambahan aktifa
yang diterima atau pengurang hutang yang berasal dari operas kegiatan utama
perusahaan atau aktifitas usaha lainnya dalam satu periode dimana pendapatan
bruto yang dihasilkan oleh PT. Sinarmas Abadi Makmur selama tahun 2017
sebesar Rp. 1.027.983.878,00. Dan mash merupakan penghasilan bruto yang
belum dikurangi dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha perusahaan
tersebut. Ini dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan periode 31

Desember 2017.
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2) Beban (Pengurang Penghasilan Bruto)

Dalam menentukan besarnya beban menurut fiska (penentuan laba kena
pajak) seringkali perusahaan tidak melakukan penyesuaian yang ada sehingga
menimbulkan  perhitungan laba menurut perusahaan dengan ketentuan
perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Perpgjakan bahwa Wajib Pajak dapat
mengurangkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang
diperkenankan oleh Undang-undang Perpgjakan dan Keputusan Menteri
Keuangan.

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam
menunjang aktifitas produks periode Januari sampai Desember 2017 adalah
sebagai berikut :

Rincian Biaya-Biaya
PT. SINARMASABADI MAKMUR
Periode yang berakhir 31 Desember 2017
a. B.BBM
5.256.500;

. B. Pemeliharaan Aktiva

O

3.568.000;
c. B. Adm dan Perlengkapan Kantor

65.898.400;

o

. B. Perjalanan Dinas
35.658.000;
e B.Ggji

65.150.000;
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f. B.Transfer
100.000;
g. B. Retribusi
539.500;
h. B. Angkut
468.920.000;
i. B. Pengurusan Surat
13.070.000;
j. B. Penerbitan Referensi dan Dukungan Bank
1.900.000;
k. B. Air
1.006.600;
|. B. Telepon
18.046.764;
m. B. Listrik
20.387.535;
n. B. Asurans
5.753.964;
0. B. Penyusutan
8.721.742,
p. B. Administras Bank
1.981.464,
Total Biaya 715.958.469

Sumber : PT. Snarmas Abadi Makmur
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Berdasarkan perhitungan perusahaan besarnya pajak penghasilan adalah
sebesar Rp. 76.107.500,00. Dan dari laporan keuangan serta daftar biaya tersebut,
secara terperinci dapat dilihat bahwa PT. Sinarmas Abadi Makmur memasukan
biaya-biaya yang tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto
perusahaan yang ditetapkan oleh Peraturan Perpgjakan, yang antara lain adal ah:

1. Penulis mendapatkan informasi bahwa di dalam akun Beban Gaji
sebesar Rp. 65.150.000,- perusahaan memasukkan biaya Tunjangan Hari
Raya (THR) kepada 4 (Empat) orang karyawan dalam bentuk natura
berupa bahan-bahan sembako senilai @Rp. 600.000,- dan totalnya adalah
Rp. 2.400.000,-. Dalam perpajakan pemberian THR dalam bentuk tersebut
tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini jelas sekali
tertulis di dadlam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat
(1) huruf e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tertentu
dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan sehingga menurut penulis,
perusahaan seharusnya melakukan koreks fiskal positif sebesar Rp.
2.400.000,-.

2. Perusahaan memberikan faslitas berupa handphone kepada dua
orang karyawannya yang bekerja sebagai bagian keuangan dan
perpgakan. Biaya pulsa perbulan adalah Rp. 500.000,- atau Rp.
12.000.000,- per tahun. Sesuai Keputusan Direktorat Jendera Pajak No.
KEP-220/PJ/2002 pasa (1) aya 1 bahwa pemberian faslitas

handphone beserta pulsa tersebut yang dapat diperkenankan sebagai
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pengurang penghasilan bruto adalah sebesar 50% dari fasilitas yang
diberikan. Sehingga biaya telepon seluler yang boleh dikurangkan dalam
penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar Rp. 6.000.000,-. Sehingga
menurut pendapat penulis PT. Sinarmas Abadi Makmur harus melakukan
koreks fiskal positif sebesar Rp. 6.000.000,-.

3. Kemudian di dalam Peraturan Perpajakan biaya perjalanan dinas dapat
diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, tetapi
pada saat wawancara dan pengamatan penulis mendapat informasi bahwa
perusahaan memasukan Biaya Rekreass sebesar RP. 750.000,- pada
akun biaya tersebut, sehingga berdasarkan Undang-undang Perpajakan
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i, biaya ini tidak dapat
menjadi pengurang penghasilan bruto karena menyangkut biaya untuk
kepentingan pribadi karyawan atau pribadi Wajib Pgjak atau orang yang
menjadi tanggungannya, sehingga penulis berpendapat bahwa biaya

tersebut harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 750.000,-.

C. PEMBAHASAN
1. Pengaruh Koreks Fiskal Terhadap Hutang Pajak
Dari uraian diatas, penulis mencoba melihat pengaruh koreks fiskal
terhadap hutang pajak.
Penghasilan Sebelum Koreks Rp. 313.738.313,-
Ditambah :
Koreks Fiskal Positif

Biaya Natura Rp. 2.400.000,-
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Biaya Telepon Seluler Rp. 6.000.000,-
Biaya Rekreas Rp. 750.000,-
Rp.
9.150.000,-

Rp. 322.888.313,-
Penghasilan Kena Pajak

PPh yang Terutang:
25% x Rp. 322.888.313; Rp. 80.722.078,-
Jumlah Pgjak Terutang Rp. 80.722.078, -

Besarnya koreks (pertambahan) terutang pajak sebesar Rp.4.614.578,-

dengan perhitungan sebagai berikut :

Hutang Pajak Setelah Dikoreks Rp. 80.722.078,-
Hutang Pajak Sebelum Dikoreks Rp. 76.107.500,-
Koreks Hutang Pajak Rp. 4.614.578,-

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dapat mengambil
kesimpulan bahwa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan Undang-
undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pgak Penghasilan adalah sebesar

Rp. 4.614.578,- nailk dari Rp. 76.107.500,- menjadi Rp. 80.722.078.-
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Pencatatan Transaksi Berdasar kan Akuntans dan

Ketentuan UU Per pajakan

Pencatatan Biaya Natura
Jurnal pencatatan akuntansi pada Biaya natura yaitu:
Beban Natura XXX

Kas XXX

Menurut  fiskal atau  berdasarkan  ketentuan UU
Perpgjakan jurna diatas harus dikoreks fiskal dengan ayat jurna
penyesuaian. Karena antara Akuntans dan ketentuan Undang-
undang Perpgjakan yang berlaku terdapat perbedaan, didalam
ketentuan perpgjakan tidak mengakui Biaya THR dalam bentuk
natura, sebagaimana didaam ketentuan Undang-undang  PPh
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, sehingga perlu
dilakukan koreks fiskal sebagai berikut:

Pencatatan menurut perpaj aka adal ah:
Koreks Fiskal
XXX
Biaya Pembayaran Natura  xxx
Pencatatan Telepon Seluler
Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya Telepon Seluler yaitu:
Biaya Telepon Seluler XXX
Kas XXX
Pencatatan untuk biaya telepon seluler diatas antara

akuntans dan ketentuan Undang-undang Perpajakan sama, namun
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didalam ketentuan Undang-undang Perpaakan membatasi jumlah
biaya yang diakui yaitu sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan.
Sesuai keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002
tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon
seluler. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal sebagai berikut:
Pencatatan menurut perpajakan adalah:

Koreks Fiskal

XXX

Biaya Pembayaran Telepon Seluler  xxx
3. Pencatatan Biaya Rekreas

Jurnal pencatatan pada penggunaan Biaya

Rekreas  yaitu: Biaya rekreas

XXX

Kas XXX

Pencatatan untuk biaya rekreas diatas antara akuntansi dan
ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku berbeda, karena
didalam ketentuan perpajakan tidak mengakui biaya rekreas
sebagaimana tertulis didalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9
ayat (1) huruf i sehingga perlu dilakukan koreks fiskal sebagai
berikut:
Pencatatan menurut perpajakan adal ah:

Koreks Fiskal XXX

Biaya Pembayaran Rekreas xxx
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3. Pembukuan dan Pencatatan

PT. Sinarmas Abadi Makmur dalam melakukan perhitungan Pajak
Penghasilan menggunakan pembukuan. Ini berarti PT. Sinarmas Abadi
Makmur telah melakukan pembukuan yang meliputi, proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informas
keuangan yang meliputi harta, kewgjiban, modal, penghasilan dan biaya,
serta jJumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi

pada setiap tahun pajak berakhir.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesmpulan dari hasi
pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian,
mengemukakan saran-saran sebagai masukkan pada PT. Sinarmas Abadi

Makmuir.

A. Kesmpulan

1. PT. Sinarmas Abadi Makmur merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang
berbentuk badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Medan Belawan

2. Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpgakan tidak selalu
sgjdan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan
mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak,
sedangkan prinsp akuntans yang berlaku umum diterapkan untuk
menentukan laba akuntansi (komersial).

3. Objek pajak PT. Sinarmas Abadi Makmur berasal dari kegiatan usaha
dan pendapatan lain-lain.

4. Daam penyajian beban pagjak dalam perhitungan laba rugi, perusahaan
belum mal aksanakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

5. PT. Sinarmas Abadi Makmur memasukkan beberapa komponen biaya
yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai

pengurang penghasilan bruto antaralain:
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a. Biayanatura
Menurut UU Pgjak Penghasilan No. 36 Pasa 9 ayat (1) huruf e biaya
natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang pajak. Tetapi
perusahaan memasukkan biaya THR sebesar Rp.
2.400.000,- sebagai beban, sehingga perhitungan pajak penghasilan
tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan mengakibatkan
jumlah pajaak yang disgjikan dalam laporan keuangan menjadi tidak
sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

b. Biayatelpon seluler
Menurut ketentuan Undang-undang Perpajakan diperbolehkan, tetapi
Undang-undang perpajakan membatasi jumlah biaya yang diakui yaitu
sebesar 50% dari jumlah biaya sebesar Rp. 6.000.000,- Sesual
keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-220/PJ/2002 Pasal 1
ayat (1) tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian
telepon seluler.

c. BiayaRekreas
Menurut Undang-undang Pagjak Penghasilan No. 36 Pasal 9 ayat (1)
huruf i biaya rekreas tidak boleh dimasukkan sebagai
pengurang penghasilan pajak. Tetapi perusashaan memasukkan
Biaya rekreass sebesar Rp. 750.000,- sebagai beban, sehingga
perhitungan pgak penghasilan tidak sesuai dengan Undang-undang
Perpajakan dan mengakibatkan jumlah pgak yang disgikan dalam

laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.



6.

7.
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Perusahaan telah melakukan pembayaran Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa dan SPT tahunan sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Undang-
undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Penulis melakukan koreks fiskal terhadap biaya-biaya yang tidak

diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan evaluas penulis pada uraian-

uraian bab sebelumnya ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan antaralain :

1.

Dalam melakukan akuntans pajak, sebaiknya PT. Sinarmas Abadi
Makmur berpedoman kepada Standar Akuntanss Keuangan yang berlaku
umum dan Undang-undang Perpgakan, dan dapat memenuhi Undang-
undang perpajakan yang berlaku.

Sebaiknya pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan dan
ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan agar perusahaan
dapat menjalankan ketentuan yang telah di terapkan oleh Undang-undang
Perpajakan.

Perusashaan harus meningkatkan pemahamanya terhadap peraturan
perpajakan, sehingga dapat lebih memahami biaya-biaya yang dapat maupun
tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Perusahaan  harus meningkatkan pemahaman terhadap  Standar
Akuntans Keuangan (SAK).

Laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan tidak dapat
menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan karena adanya perbedaan-
perbedaan  dalam  perhitungan  yang  menyebabkan terjadinya

ketidakcocokan antara laporan keuangan perusahaan yang dibuat
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berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan laporan keuangan
yang disesuaikan dengan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu perlu

adanyarekonsilias fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan.
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